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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENGOBATAN ANTIRETROVIRAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013
tentang Penanggulangan HIV dan AIDS perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengobatan
Antiretroviral,

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat
Antiviral dan Antiretroviral (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 173);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
269 /Menkes/Per/II1/2008 tentang Rekam Medis;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

290/Menkes/Per/I11/2008 tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144 /Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1438 /Menkes/Per/1X/2010 tentang Standar
Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052 /Menkes/Per/X /2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 122);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012
tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
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14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013
tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013
tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu
ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 978);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor S5 Tahun 2014
tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Primer (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 231);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014
tentang Pedoman Konseling dan Tes HIV (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1713);

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/482/2014 tentang Rumah Sakit
Rujukan Bagi Orang Dengan HIV AIDS;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
PENGOBATAN ANTIRETROVIRAL.

Pasal 1

Pengobatan antiretroviral merupakan bagian dari pengobatan HIV dan
AIDS untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan
infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan
menurunkan jumlah virus (viral load) dalam darah sampai tidak
terdeteksi.

Pasal 2

Pengobatan antiretroviral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan
kepada:

a. penderita HIV dewasa dan anak usia 5 (lima) tahun ke atas yang telah
menunjukkan stadium klinis 3 atau 4 atau jumlah sel Limfosit T CD4
kurang dari atau sama dengan 350 sel/mm3;

ibu hamil dengan HIV;

bayi lahir dari ibu dengan HIV;

penderita HIV bayi atau anak usia kurang dari 5 (lima) tahun;
penderita HIV dengan tuberkulosis;

penderita HIV dengan hepatitis B dan hepatitis C;

@ ™o o0 T

penderita HIV pada populasi kunci;
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(1)

(2)

penderita HIV yang pasangannya negatif; dan/atau

penderita HIV pada populasi umum yang tinggal di daerah epidemi
HIV meluas.

Pasal 3

Pengobatan antiretroviral diberikan setelah mendapatkan konseling,
memiliki orang terdekat sebagai pengingat atau Pemantau Meminum
Obat (PMO) dan patuh meminum obat seumur hidup.

Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengobatan antiretroviral dapat diberikan secara komprehensif dengan
pengobatan infeksi oportunistik dan komorbiditas serta pengobatan
penunjang lain yang diperlukan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 5

Pengobatan antiretroviral dimulai di rumah sakit yang sekurang-
kurangnya kelas C dan dapat dilanjutkan di puskesmas atau fasilitas
pelayanan kesehatan lainnya yang memiliki kemampuan pengobatan
antiretroviral.

Pada daerah dengan tingkat epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi,
pengobatan antiretroviral dapat di mulai di puskesmas atau fasilitas
pelayanan kesehatan lainnya yang memiliki kemampuan pengobatan
antiretroviral.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk pengobatan antiretroviral yang diberikan kepada bayi dan anak
usia kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Pengobatan antiretroviral dilaksanakan sesuai dengan Pedoman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pedoman pengobatan antiretroviral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran untuk infeksi
HIV dan AIDS yang harus dijadikan acuan bagi pemberi pelayanan
kesehatan dalam melaksanakan pengobatan antiretroviral, dan bagi
pengelola program, organisasi profesi atau pemangku kepentingan
lainnya dalam menunjang pelaksanaan pengobatan antiretroviral.

Pasal 7

Selain melakukan pengobatan antiretroviral dengan mengacu pada
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberi pelayanan
kesehatan wajib melaksanakan program penanggulangan HIV dan
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AIDS lainnya dan melaksanakan penelitian dan pengembangan
berbasis pelayanan.

(2) Hasil penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan dalam bentuk jurnal
ilmiah kesehatan bidang HIV dan AIDS.

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini
dilaksanakan oleh Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota dengan melibatkan organisasi profesi sesuai
dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 9
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diarahkan untuk:

a. terselenggaranya pengobatan antiretroviral yang sesuai dengan
pedoman dan standar yang berlaku; dan

b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang
dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:

a. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
dan

b. pendayagunaan tenaga kesehatan;
Pasal 10

(1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam
melakukan pengawasan dapat mengambil tindakan administratif
terhadap pemberi pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis; dan/atau

c. rekomendasi pencabutan izin atau pencabutan izin praktik.



